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Petahana Berpotensi
Besar Melanggar Aturan

SEMARANG - Petahana yang mencaonkan lagi dalam Pilkada
2017 berpotensi besar melakukan pelanggaran baik selama masa
kampanye dan saat pencobl osan. Badan Pengawas Pemilu (Bawad u)
dimintalebih meningkatkan pengawasan.

Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh
Yuwono mengatakan, Bawaslu Jateng harus lebih meningkatkan
pengawasan dalam Pilkada 2017 yang akan digelar Februari.
Pengawasan dilakukan terutamadi daerah-daerah yang memiliki calon
petahana. " Potens petahaname akukan pelanggaran |ebih besar diban-
dingkan calonbaru. Ini harusmenjadi perhatianserius,” ujarnya

Menurut dia, calon dari petahana memiliki kekuatan lebih diban-
dingkan caon baru. Ddam sgumlah kasusbanyak ditemukan Aparatur
Sipil Negara (ASN) digerakkan untuk mendukung calon petahana
daampilkada."Hd ini cukup berdasan, karenabanyak ASN yang takut
ketika petahana tersebut mgju lagi. Dukungan dan intervens jelas ada,
godagi ASN takut bilapossinyatergeser,” katanya.

Seperti diketahui, tujuh daerah akan menggelar pilkada serentak
dan banyak petahana yang maju kembali. Seperti di Kota Sdatiga,
Jepara, sertaPati. " Bawad u Jateng harus | ebih optima dan maksimal
daam melakukan pengawasan. Bawadu harus aktif. Apaagi jika
menemukan pelanggaran, Bawaslu punya kewenangan bisa
mendiskudifikas calon. Ini merupakan kekuatan baru yang harus
dimaksmakan,” paparnya.

Aturan Main

Koordinator Divis Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
Badan Pengawas Pemilu (Bawadlu) Jateng, Teguh Purnomo me-
ngatakan pihaknya terus melakukan pengawasan. Tim pemenangan
diminta harus mengetahui aturan main dalam upaya melakukan
pemenangan terhadap calonnya.

” Aturan main kampanye harus jadi landasan dalam mengadakan
kegiatan tersebut. Pengawasan terus diperketat. Bahkan kami sudah
melaunching pengawasan onling” tuturnya.

Masih banyak jenis pelanggaran yang berpotensi bisa menjerat
caonkepaadaerah, seperti politik uang, dan pemasangan aat peraga
kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan.

Banyak aturan baru terkait dengan kampanye padapilkadakai ini.
Seperti contohnya pembuatan aat peraga kampanye bukan semata
domain penyelenggarasgja. ” Alat peragakampanye memungkinkan
dibuat pesertapilkada. Begitujugaparpol jugadiberikan kewenangan
untuk APK yang dipasang,” terang Teguh.(J3-90)



